Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN
DI WILAYAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

:a.bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan tercela,

bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat
menimbulkan penyakit, merusak kesehatan bagi yang
bersangkutan dan keluarganya sehingga dapat
menggoyahkan kehidupan keluarga serta berdampak negatif

terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang

Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pemberantasan Tuna Susila di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |l Batang sudah tidak

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah

Kabupaten Batang;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il Batang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720
);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258
), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145 );
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan, dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
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10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1 );
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN

PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

Pelacuran adalah perbuatan / kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria,
wanita, atau waria / banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau
seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan / kegiatan yang mengarah pada
hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dilakukan di hotel / penginapan,
restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah

dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan / atau jasa

Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria /

banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk
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melakukan perbuatan / kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk
melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan
yang dilakukan di hotel / penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran
atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan
berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.

Mucikari adalah seseorang yang menyelenggarakan usaha pelacuran.

makelar cabul adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara sehingga terjadi
pelacuran dengan harapan memperoleh imbalan baik berupa uang, barang atau
jasa lainnya.

7. Tamu cabul adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau
waria/banci yang mengunjungi tempat/rumah pelacuran dengan maksud melakukan
pelacuran.

8. Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di daerah yang
berdasarkan indikasi dan/atau bukti permulaan patut diduga dipergunakan untuk
kegiatan pelacuran.

9. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang
melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan/hubungan seks.

10. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin (biologis) antara dua jenis kelamin
yang berbeda atau antara dua jenis kelamin yang sama.

11. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.

12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat melalui
jaminan kepastian hukum, dengan melakukan pemberantasan pelacuran di wilayah

daerah.



BAB I
PELARANGAN

Pasal 3
Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang
membujuk / merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan / atau memaksa orang
lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan / atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan

perbuatan pelacuran.

Pasal 4

(1) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang
mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang
untuk melakukan pelacuran.

(2) Setiap orang di wilayah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang
untuk melakukan perbuatan pelacuran.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi
tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di wilayah

daerah.

Pasal 5
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai mucikari di wilayah daerah.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan pelacuran.

(3) Setiap orang dilarang menjadi makelar cabul.

Pasal 6
Setiap orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang melakukan perbuatan
cabul dengan siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum

atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Pasal 7
Setiap orang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dilarang mendatangi
tempat / rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga

patut diduga tempat / rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.

Pasal 8
Dikecualikan untuk Pasal 7 adalah :



